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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
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KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE

NOMOR : 014/HK.01.01/K.MU-09/07/2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Ternate Tahun
2026;

bahwa sesuai Nota Dinas Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Ternate Nomor 07/ND-HP2H/2026 tentang Permohonan Pembaharuan
Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Ternate;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Ternate tentang Daftar Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umuin, Sekretaris Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 141);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umurn, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Badan Penawasl| Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan Pengawasl Pemilihan Umum Luar Negeri; (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
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Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Pengawas Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 889);

Peraturan Kornisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Keputusan Bawaslu Nomor 181/HM.00.00/K1/09/2025 tentang Pembentukan
Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Surat Ketua Bawaslu Rl Nomor : B-1628/HM.00.00/SJ/05/2026 tentang
Penyampaian Hasil Monev Layanan Informasi Publik tanggal 25 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Temate Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan;

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Terdiri dari:
a. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

b. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Berkala;

c. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Merta.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, maka akan adakan perbaikan atau perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 17 Juli 2026.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
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LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

Nomor 014/HK.01.01/K.MU-09/07/2026.
Tanggal 17 Juli 2026.
Tentang Daftar Informasi Publik (DIP) di Bawaslu Kota Ternate
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BAWASLU KOTA TERNATE
No. Ringkasan Pejabat/Unit/SatuanKerja/Divisi yang Waktu Jangka Waktu
Informasi menguasai informasi Pembuatan Penyimpanan
Informasi
A. | INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
l. Profil Bawaslu Kota Ternate
1. | Alamat Kantor Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2019 Sesuai  dengan
Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
2. Struktur Organisasi | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Lembaga Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
3. Tugas Wewenang | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2019 Sesuai  dengan
dan Kewajiban Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
4. Visi dan Misi Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
5. Profil Pimpinan Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2026 Sesuai  dengan
Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
1. Informasi Pengawas Pemilu
6. Profil Anggota | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2026 Sesuai  dengan
Bawaslu Kota | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
Ternate  Periode
2023-2028
7. Data Anggota | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2023 Sesuai  dengan
Panwas Kecamatan | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
Se-Kota  Ternate
Pada Pemilu Tahun
2024
8. Data Pengawas | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2024 Sesuai  dengan
Kelurahan Se-Kota | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
Ternate pada
Pemilu Tahun 2024
9. Data Anggota | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2024 Sesuai  dengan
Panwas Kecamatan | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
Se- Kota Ternate
pada Pemilihan
Tahun 2024
10. | Data  Pengawas | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2024 Sesuai  dengan
Desa/Kelurahan Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
Se-Kota  Ternate
pada Pemilihan
Tahun 2024
lll. | Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian
11. | Laporan Akhir | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Pembentukan Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
Panwaslu
Kecamatan Pemilu
Tahun 2024
12. | Laporan Akhir | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Pembentukan Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
Panwaslu
Desa/Kelurahan
Pemilu Tahun 2024
13. | Data Pegawai | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Sekretariat Bawaslu | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
Kota Ternate
IV. | Informasi Keuangan Bawaslu Kota Ternate
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14. | LHKPN 2022 Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2023 Sesuai  dengan
Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
15. | LHKPN 2023 Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2024 Sesuai  dengan
Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
16. | LHKPN 2024 Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
17. | Renstra 2025 - | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
2029 Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
18. | Rencana Kerja dan | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Anggaran 2025 Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
19. | Perjanjian  Kerja | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2026 Sesuai  dengan
Tahun 2026 Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
20. | DIPA Bawaslu Kota | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Ternate 2026 Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
21. | Laporan Keuangan | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2026 Sesuai  dengan
2026 Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
22. | Laporan BMN 2026 | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2026 Sesuai  dengan
Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
V. Informasi Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa
23. | Pengadaan Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2024 Sesuai  dengan
Peralatan Fasilitas | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
Perkantoran 2024 -
2029
24. | Pengadaan  Alat | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2024 Sesuai  dengan
Elektronik 2024 - | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
2029
25. | Dokumen Kontrak | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2026 Sesuai  dengan
2026 Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
26. | Data Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2026 Sesuai  dengan
Pembendaharaan | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
atau Inventaris
Barang Milik
Negara
VI. | Informasi Pengawasan Pemilu
27. | Laporan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Kompherensif Masyarakat, dan Humas retensi arsip
Pengawasan Pilgub
Tahun 2024
28. | Laporan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Kompherensif Masyarakat, dan Humas retensi arsip
Pengawasan Tahun
2024
29. | Indeks Kerawanan | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2025 Sesuai  dengan
Pemilu (IKP) 2025 | Masyarakat, dan Humas retensi arsip
30. | Laporan Awal Dana | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Kampanye Pemilu | Masyarakat, dan Humas retensi arsip
2024
31. | Laporan Penerima | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Sumbangan Dana | Masyarakat, dan Humas retensi arsip
Kampanye
(LPSDK)  Pemilu
2024
32. | Laporan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2023 Sesuai  dengan
Penerimaan  dan | Masyarakat, dan Humas retensi arsip
Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPD)
Pemilu 2023
33. | Laporan Divisi | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2025 Sesuai  dengan
Pencegahan Masyarakat, dan Humas retensi arsip
Parmas Tahun
2024
34. | Laporan Hasil | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Pengawasan Masyarakat, dan Humas retensi arsip
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Tahapan

Pendaftaran Parpol,
Calon Peserta
Pemilu Tahun 2024

VII. | Informasi Yang Berkaitan Dengan Laporan Layanan Informasi Dan Publikasi

35. | Laporan Layanan | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Informasi  Publik | Masyarakat, dan Humas retensi arsip
Tahun 2024

36. | Laporan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2023 Sesuai  dengan
Kehumasan 2023 | Masyarakat, dan Humas retensi arsip

37. | Laporan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Kehumasan 2024 Masyarakat, dan Humas retensi arsip

VIIl. | Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu

38. | Tata Cara | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Pelaporan Dugaan | Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Pelanggaran
Pemilu (Perbawaslu
7/2022)

39. | Tata Cara | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Pelaporan Dugaan | Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Pelanggaran
Pemilihan
(Perbawaslu
9/2024)

40. | Prosedur Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Penanganan Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Pelanggaran Pada
Pemilu

41. | Prosedur Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Penanganan Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Pelanggaran Pada
Pemilihan

42. | Alur Tindak Lanjut | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Awal Penyelesaian Sengketa retensi arsip

IX. | Informasi Penyelesaian Sengketa Pemilu

43. | Tata Cara | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Pengajuan Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Sengketa  Proses
Pemilu

44. | Tata Cara | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Pengajuan Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Sengketa  Proses
Pemilihan

B. | INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

l. Informasi Data Kepegawaian

45. | Rekapitulasi Data | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Pegawai 2025 | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
(Jenis Kelamin)

46. | Rekapitulasi Data | Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Pegawai 2025 | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
(Jenis Jabatan)

Il. Informasi Data Keuangan

47. | Rekapitulasi Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2025 Sesuai  dengan
Realisasi Anggaran | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
2025

48. | Rekapitulasi Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, | 2026 Sesuai  dengan
Realisasi Anggaran | Pelatihan, Data dan Informasi retensi arsip
2026

lll. | Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

49. | Data Pelanggaran | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan

Pemilu 2024 Penyelesaian Sengketa

retensi arsip
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50. | Data Pelanggaran | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Pemilihan  Tahun | Penyelesaian Sengketa retensi arsip
2024

51. | Rekapitulasi Jumlah | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Laporan Penyelesaian Sengketa retensi arsip

52. | Rekapitulasi Jumlah | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Temuan Penyelesaian Sengketa retensi arsip

53. | Rekapitulasi Jumlah | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Penanganan Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Laporan/Temuan
Pemilu Tahun 2024

54. | Rekapitulasi Jumlah | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024
Penanganan Penyelesaian Sengketa
Laporan/Temuan
Pemilihan  Tahun
2024

55. | Putusan Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Penanganan Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Pelanggaran
Pemilu 2024

56. | Rekapitulasi Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Rekomendasi Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Bawaslu Pada
Pemilu Tahun 2024

57. | Rekapitulasi Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Rekomendasi Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Bawaslu Pada
Pemilihan  Tahun
2024

IV. | Informasi Data Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

58. | Rekapitulasi Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Penyelesaian Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Sengketa Pemilu

59. | Rekapitulasi Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2024 Sesuai  dengan
Penyelesaian Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Sengketa Pemilihan

V. Informasi Dan Dokumentasi Hukum

60. | Nota Kesepahaman | Divisi Penanganan Pelanggaran dan | Menyesuaikan | Sesuai  dengan

Penyelesaian Sengketa retensi arsip
61. | Surat Keputusan Divisi Penanganan Pelanggaran dan | Menyesuaikan | Sesuai  dengan
Penyelesaian Sengketa retensi arsip

VI. | Informasi Pengawasan

62. | Berita Acara DPS | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2023 Sesuai  dengan
Pemilu Tahun 2023 | Masyarakat, dan Humas retensi arsip

63. | Berita Acara DPS- | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2023 Sesuai  dengan
HP Pemilu Tahun | Masyarakat, dan Humas retensi arsip
2023

64. | Berita Acara DPT | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Pemilu Tahun 2024 | Masyarakat, dan Humas retensi arsip

65. | Berita Acara DPT- | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
HP Pemilu Tahun | Masyarakat, dan Humas retensi arsip
2024

66. | Berita Acara DPT- | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
HP2 Pemilu Tahun | Masyarakat, dan Humas retensi arsip
2024

67. | Berita Acara DPT- | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
HP3 Pemilu Tahun | Masyarakat, dan Humas retensi arsip
2024

68. | Berita Acara DPB | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Pemilu Tahun 2024 | Masyarakat, dan Humas retensi arsip

69. | Berita Acara DPB | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2025 Sesuai  dengan

Pemilu Tahun 2025

Masyarakat, dan Humas

retensi arsip
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70. | Berita Acara DPB | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Pemilihan  Tahun | Masyarakat, dan Humas retensi arsip
2024

71. | Berita Acara DPS | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Pemilu Tahun 2024 | Masyarakat, dan Humas retensi arsip

72. | Laporan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2024 Sesuai  dengan
Pengawasan Masyarakat, dan Humas retensi arsip
Pendaftaran  dan
Pencalonan Pemilu
2024

73. | Laporan Hasil | Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi | 2023 Sesuai  dengan
Pengawasan Masyarakat, dan Humas retensi arsip
Pencoklitan Data da
Penyusunan Daftar
Pemilih Pemilu
Tahun 2023

C. | INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA MERTA

l. Penanganan Pelanggaran

74. | Putusan Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2019 Sesuai  dengan

Penyelesaian Sengketa retensi arsip

Il. Penyelesaian Sengketa

75. | Kesepakatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan | 2018 Sesuai  dengan
Mediasi Penyelesaian Sengketa retensi arsip
Penyelesaian
Sengketa

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 17 Juli 2026.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
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